KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR “P¥ TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
TAMAN PENDIDIKAN ISLAM SILAU DUNIA DESA SILAU DUNIA
KECAMATAN SILAU KAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINS| SUMATERA UTARA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka memngkatkan akses pendidikan
madrasah vang bermutu, periu memberikan kesempatan
kepada masyarakat melalui organisas) berbadan hukum
untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan i
telah habis;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian

Kabupaten Simalungun Nomor : B-556/Kk.02.04/
2/PP.00/04/2019 tanggal 11 April 2019 tentang
Permohonan Rekomendasi Perpanjangan lzin Operasional
Madrasah Alivah TPl Silau Dunia Desa Silau Dunia
Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun, perlu
diberikan perpamjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan
izin pendirian/operasional madrasah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, hurul ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan  Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementenan Agama Provinsi Sumatera Utara tentang
Pemberian lzin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyvah
Taman Pendidikan Islam Silau Dunia Desa Silau Dumia

Kecamatan Silsu Kahean Kabupaten Simalungun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, w lam‘hﬁn
Negara T
telah beberapa kali diubah, terakhir denga
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Menetapkan

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3 Permturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 lentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 9), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Pernturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggarann Pendidikan (Lemburan
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 23
Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesis Nomor
5105) sebagaimana teluh  diubah dengan Pernturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peérubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenang
Pengeloluan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2010 Nomor 112,
Tambuahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

3, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor
90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2101);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1687);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian
Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
2885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan
lzin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan
Pengganti lzin Pendirian Madrasah Karcna Hilang, dan
Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen lzin
Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN: |
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA ~ TENTANG  PEMBERIAN  IZIN  PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH TAMAN PENDIDIKAN
ISLAM SILAU DUNIA DESA SILAU DUNIA KECAMATAN SILAU
KAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN. '










KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor ’.‘t‘wﬁ Tahun 2019

Diberikan kepada

Nama Madrasah MADRASAH ALIYAH TPl SILAU DUNIA

Alamat Jalan Silau Dunia

Desa/Kelurahan Silau Dunia

hecamatan Silaw Kaheun

habupaten/Kota Simalungun

Provinsi Sumaters Utara

Penyelenggara Madrasah Yayasan Pendidikan I[slam Silau Dunia

Akte Notaris Penyelenggara Akta Nomor 47 Tanggal 31 Januari 2015,
dibuat oleh Notaris Nurcahaya Batubara, SH,
M Kn, berkedudukan di Kabupaten Serdang
Bedagm

Pengesahan Akte Notaris Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomoar : AHU-000287 1 AH.01.04,
Tahun 2015, Tangeal 26 Februari 2015

Fangeal Pendiran

Muasa Berlalku lzin Tanggal 12 July 2023
Operasional sampai

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM|
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Medan, % Juli 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSLSUMATERA UTARA,
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